
 
 

       

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 35 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN 

JARING PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN UANG DALAM RANGKA 

PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 BAGI WARGA MISKIN 

KELURAHAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang: a. bahwa sebagai pedoman dalam pemberian bantuan 

kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi 

menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi 

masyarakat sebagai akibat /dampak adanya wabah 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial 

Berupa Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin 

Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21  Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan 

Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyaluran 

Bantuan Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Uang 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 

Bagi Warga Miskin Kelurahan Di Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Magetan; 

SALINAN 
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 b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 

4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 

65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, maka dalam 

penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan wabah 

penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang 

melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan; 

 c. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya antisipasi 

menurunnya kesejahteraan sosial dan ekonomi 

masyarakat sebagai akibat /dampak adanya wabah 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta dengan 

mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat yang 

memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST) menjadi 6 

(enam) bulan, maka perlu penyesuaian kebijakan 

pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Berupa 

Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin Kelurahan Di 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, dari semula 

diberikan 4 (empat) bulan menjadi 6 (enam) bulan; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman 

Sosial Berupa Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin 

Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor3273); 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor4723); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4828); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4829); 

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor34); 

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 

(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Presiden Nomor 9 Tahun2020; 

10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 

2015 tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor249); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 

104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus 

(Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat 

Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 
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15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana 

Siap Pakai; 

16. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin 

Nomor 22 /6/SK/HK 02.02/6/2020 Tentang Perubahan 

Atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir 

Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang 

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam 

Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); 

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di 

Provinsi Jawa Timur; 

18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial 

Berupa Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin 

Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan 

(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor  

36), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21  

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial Berupa 

Bantuan Uang Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Dampak Covid-19 Bagi Warga Miskin Kelurahan Di 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan (Berita Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor  21 ); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN JARING 
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PENGAMAN SOSIAL BERUPA BANTUAN UANG DALAM 

RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK COVID-19 

BAGI WARGA MISKIN KELURAHAN DI LINGKUP 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN. 

 

Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Magetan Nomor 

36 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan 

Jaring Pengaman Sosial Berupa Bantuan Uang Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 Bagi 

Warga Miskin Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 

Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 21  Tahun 2021 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 

2020 Tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Jaring 

Pengaman Sosial Berupa Bantuan Uang Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Dampak Covid-19 Bagi Warga 

Miskin Kelurahan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten 

Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 

Nomor  21 ) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

“Pasal 2 

 

(1) Dalam rangka percepatan penanganan dampak Covid-19 

bagi warga miskin atau tidak mampu di Kelurahan, 

Pemerintah Daerah memberikan bantuan Jaring 

Pengaman Sosial Berupa Bantuan Uang kepada KPM. 

(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai berikut: 

a. sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) 

setiap bulan dan diberikan selama 3 (tiga) bulan 

untuk bulan Juli sampai dengan September 2020; 

dan 

b. sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 
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bulan serta diberikan selama 2 (dua) bulan untuk 

bulan November dan Desember 2020; 

c. sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap 

bulan dan diberikan selama 6 (enam) bulan untuk 

tahun 2021; 

(3) Bupati menugaskan Dinas Sosial dalam melakukan 

pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1).” 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan. 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal  28 Juli 2021 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal  28 Juli 2021  

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

TTD 

HERGUNADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR  35 

 

 

 

 

  


